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WALIKOTA TUAL 

PROVINSI MALUKU 
 

PERATURAN WALIKOTA TUAL 
NOMOR 37 TAHUN 2020 

 

TENTANG 
 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TUAL, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan 
Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan 
Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kota Tual yang mengakibatkan perubahan 
struktur dan Tata kerja pada Organisasi Perangkat 
Daerah Pengelola Pajak Daerah; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu       
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual tentang     
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah              
dan Retribusi Daerah; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997    
Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3091); 
 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      
Nomor 4747); 
 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang         
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tembahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2          
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015    
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas                      
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang 
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      
Nomor 3339);  
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4138);  
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005    
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14      
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 
Negara/Daerah; 
 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah           
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015         
Nomor 4578), sebagaimana telah  diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia    
Tahun 2018 Nomor 153); 

 

 

MEMUTUSKAN : 
 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI KOTA TUAL. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kota Tual; 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Walikota adalah Walikota Tual.  

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah 
Badan Pendapatan Daerah Kota Tual. 
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5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan 
Daerah Kota Tual. 

6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Maluku       
Cabang Tual. 

7. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak daerah adalah kontribusi 
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

8. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pengutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan.  

9. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran 
pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak 
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah. 

10. Wajib retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu. 

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usah yang meliputi perseroan lainnya, badan usah milik negara (BUMN), 
atau Badan Usah Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, konspirasi, yayasan 
atau organisasi yang tetap serta bentuk usaha lainnya. 

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegitan mulai dari penghimpunan 
data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 
penyetoran. 

13. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka 
waktu lain yang diatur dengan peraturan walikota paling lama 3 (tiga) 
bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, 
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 

14. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
wajtu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan 
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender, 
kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan tahun kalender. 

16. Piutang pajak dan retribudi adalah pajak yang masih harus dibayar 
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang 
tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

17. Surat pemberitahuan pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD 
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 
objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 

18. Surat ketetapan pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 
yang terutang. 

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
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profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan retribusi daerah. 

 
BAB II 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 
 

Pasal 2 
 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah 
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, 
kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang 
perpajakan daerah. 

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila : 
a. Diterbitkan surat teguran dan / atau surat paksa; atau 
b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun 

tidak langsung. 
 

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal penyampaian surat paksa tersebut. 

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud        
pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya 
kepada pemerintah daerah. 

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh           
wajib pajak. 

 
Pasal 3 

 
(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. 
 

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan Oleh : 
a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00          

(lima milyar rupiah); dan 
b. Walikota dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah untuk 

jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
  
Pasal 4 

 
Penghapusan piutang pajak ditetapkan dengan keputusan Walikota. 

 
BAB III 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG 
  
Pasal 5 

 
(1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak : 

a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak penerangan jalan; 



5 
 

f. Pajak parkir; 
g. Pajak miniral bukan logam dan batuan; 
h. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan 
i. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
 

(2) Nilai Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang 
tercantum dalam : 
a. Surat tagihan pajak daerah (STPD); 
b. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB); 
c. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT ); 
d. Surat pemberitahuan pajak terhitung (SPPT); 
e. Surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), dalam hal pengelolaan 

pajak dilakukan secara self  assesment; 
f. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD); dan 
g. Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan 

banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan 
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. 

 

(3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud             
pada ayat (1) untuk wajib pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang 
tidak dapat di tagih lagi karena : 
a. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak meninggal dunia dan tidak 

mempunyai harta warisan atau kekayaan; 
b. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditentukan; 
c. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa; 
d. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah 

dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan di bidang perpajakan; 

e. Mendapatkan pemberian pengurangan pokok tunggakan, sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

f. Ketetapan pajak dibatalkan karena kekeliruan atau kesalahan 
administrasi dalam penetapan; 

g. Hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat 
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya 
perubaha kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang 
ditetapkan oleh Walikota; 

h. Objek pajak tidak ada/tidak dapat ditentukan; dan/atau  
i. Sebab lain yang sejenis, sesuai dengan hasil penelitian. 
 

(4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud            
pada ayat (1) untuk wajib pajak badan adalah piutang pajak yang tidak 
dapat ditagih lagi karena :  
a. Wajib pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung pajak  
b. tidak dapat ditemukan; 
c. Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa; 
d. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah 

dilakukan penulusaran secara optimal sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan di bidang perpajakan; 

e. Mendapat pemberian pengurangan pokok tunggakan, sesuai 
ketentuan yang berlaku; 

f. Ketetapan pajak dibatalkan karena kekeliruan atau kesalahan 
administrasi dalam penetapannya; 

g. Hak daerah dalam melakukan penagihan pajak tidak dapat 
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya 
perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang 
ditetapkan oleh Walikota; 

h. Objek pajak tidak ada/tidak dapat ditemukan; dan 
i. Sebab lain yang sejenis, sesuai dengan hasil penelitian. 
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Pasal 6 
  

(1) Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh walikota berdasarkan usulan 
penghapusan piutang pajak dari kepala Badan Pendapatan Daerah. 
 

(2) Usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. 
 

(3) Usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan setelah dilakukan penelitian lapangan dengan melampirkan 
daftar piutang pajak. 
 

(4) Daftar piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 
memuat : 
a. Nama dan alamat wajib pajak; 
b. Jumlah piutang pajak; 
c. Nomor register ketetapan pajak nomor bayar pajak; 
d. Masa pajak atau tahun pajak; dan 
e. Alasan penghapusan piutang pajak. 

 
Pasal 7 
  

(1) Badan Pendapatan Daerah setiap bulan Desember menyusun daftar 
piutang pajak dan usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan 
laporan hasil penelitian. 
 

(2) Kepala Bapenda menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang 
pajak yang telah diteliti kepada Walikota. 

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 
 

Peraturan Walikota Tual ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannnya dalam Berita Daerah Kota Tual. 

 
Ditetapkan di Tual 
pada tanggal 19 Oktober 2020 

 

WALIKOTA TUAL, 
 

   ttd 
 
 

ADAM RAHAYAAN 
 

Diundangkan di Tual 
pada tanggal 19 Oktober 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL, 
 
 ttd 
 
 

AKHMAD YANI RENUAT 
  

 
 
 
 

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2020 NOMOR 373 


